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A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, pukul 15.17 WIB, Mahkamah 

Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU 

11/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 87/PUU-

XVIII/2020. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 87/PUU-

XVIII/2020, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal 

DPR RI. 

 

B. PEMOHON 

Bahwa permohonan pengujian UU 11/2020 dalam Perkara Nomor 87/PUU-

XVIII/2020, diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Federasi Serikat Pekerja 

Singaperbangsa (FSPS) yang dalam hal ini diwakili oleh Deni Sunarya selaku 

Ketua Umum DPP FSPS dan Muhammad Hafidz selaku Sekretaris Umum DPP 

FSPS, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. 
 

C. PASAL/AYAT UU 11/2020 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap Pasal 4 

huruf b; Pasal 6; Pasal 81 angka 13, angka 15, angka 18, angka 19, angka 25, 



 

angka 29, dan angka 44; dan Penjelasan Pasal 81 angka 42 UU 11/2020 yang 

berketentuan sebagai berikut: 

Pasal 4 huruf b UU 11/2020 

“Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ruang 

lingkup Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja yang 

meliputi: 

a. …; 

b. Ketenagakerjaan; “ 

Pasal 6 UU 11/2020 

“Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi: 

a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; 

b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; 

c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan 

d. penyederhanaan persyaratan investasi.” 

  

Pasal 81 UU 11/2020 

“Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279) diubah sebagai berikut: 

13. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 57 

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus 

menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. 

(2) Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu dibuat dalam bahasa 

Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan 

penafsiran antara keduanya, yang berlaku perjanjian kerja waktu 

tententu yang dibuat dalam bahasa Indonesia.   

15. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 59 

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk 

pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan 

pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut: 

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 

b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang 

tidak terlalu lama; 

c. pekerjaan yang bersifat musiman; 

d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, 

atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau 

penjajakan; atau 

e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. 



 

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk 

pekerjaan yang bersifat tetap. 

(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi 

perjanjian kerja waktu tidak tertentu. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, 

jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu 

tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

18. Pasal 64 dihapus. 

19. Pasal 65 dihapus. 

25. Di antara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 88A, 

Pasal 88B, Pasal 88C, Pasal 88D, dan Pasal 88E sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 88D 

(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan 

ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah 

minimum. 

(2) Formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai formula perhitungan upah minimum 

diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

29. Pasal 91 dihapus. 

44. Ketentuan Pasal 156 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

  

Pasal 156 

(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib 

membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan 

uang penggantian hak yang seharusnya diterima. 

(2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah; 

b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 

2 (dua) bulan upah; 

c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 

3 (tiga) bulan upah; 

d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) 

tahun, 4 (empat) bulan upah; 

e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) 

tahun, 5 (lima) bulan upah; 

f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) 

tahun, 6 (enam) bulan upah; 



 

g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) 

tahun, 7 (tujuh) bulan upah; 

h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) 

tahun, 8 (delapan) bulan upah; 

i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah. 

(3) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) 

tahun, 2 (dua) bulan upah; 

b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) 

tahun, 3 (tiga) bulan upah; 

c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua 

belas) tahun, 4 (empat) bulan upah; 

d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 

(lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah; 

e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 

(delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah; 

f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 

(dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah; 

g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 

24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah; 

h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) 

bulan upah. 

(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; 

b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke 

tempat pekerja/buruh diterima bekerja; 

c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang pesangon, uang 

penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan 

Pemerintah.” 

  

Penjelasan Pasal 81 angka 42 UU 11/2020 

 “Angka 42 

Pasal 154A 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja 

bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-



 

undangan atau mengatur lebih baik dari peraturan perundang-

undangan.” 

 

D. BATU UJI 

Bahwa Pasal a quo dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 22A, Pasal 

27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai 

telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional 

Pemohon. 

 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 

Bahwa terhadap pengujian UU 11/2020 dalam permohonan a quo, Mahkamah 

Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

Dalam Provisi  

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada 

pokoknya menyatakan pengesahan UU 11/2020 khususnya klaster  

ketenagakerjaan telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional  

warga negara, sehingga Pemohon memohon menunda berlakunya Pasal 81 UU 

11/2020 hingga adanya putusan terhadap permohonan a quo.  

Bahwa terhadap permohonan provisi tersebut, Mahkamah berpendapat 

alasan permohonan provisi yang diajukan Pemohon telah berkaitan erat dengan 

pokok permohonan Pemohon, sehingga tidak tepat dijadikan alasan permohonan 

provisi. Oleh karena itu, permohonan provisi yang demikian haruslah dinyatakan 

tidak beralasan menurut hukum.  

 

Dalam Pokok Permohonan  

[3.11] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan 

Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah 

mempertimbangkan sebagai berikut:  

Bahwa berkaitan dengan pengujian formil UU 11/2020 telah diputus oleh 

Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 

bertanggal 25 November 2021, yang telah diucapkan sebelumnya dengan amar 

yang selengkapnya menyatakan:  

Dalam Provisi:  

1. Menyatakan Permohonan Provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat  

diterima;  

2. Menolak Permohonan Provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan  

Pemohon VI.  

Dalam Pokok Permohonan:  

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan  

Pemohon VI untuk sebagian; 



 

3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang  

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan  

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan  

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang  

tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak  

putusan ini diucapkan”; 

4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku  

sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang  

waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini; 

5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan  

perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini  

diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan  

perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional  

secara permanen;  

6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk  

undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang  

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi  

muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang  

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;  

7. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat  

strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan  

peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11  

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 6573);  

8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik  

Indonesia sebagaimana mestinya;  

9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.  

Dalam putusan berkenaan dengan pengujian formil UU 11/2020 tersebut  

terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda 

(dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi 

Anwar Usman, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi 

Manahan M.P. Sitompul;  



 

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, telah ternyata terhadap UU 11/2020 telah 

dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan dimaksud mempunyai 

kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Sehingga, terhadap permohonan 

pengujian materiil a quo tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya, 

karena objek permohonan yang diajukan Pemohon tidak lagi sebagaimana 

substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Terlebih lagi dengan 

mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan [vide 

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman], maka terhadap permohonan pengujian materiil a quo harus 

dinyatakan kehilangan objek. 

[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dari permohonan Pemohon 

dipandang tidak relevan, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 

 

F. AMAR PUTUSAN 

Dalam Provisi: 

Menolak Permohonan Provisi Pemohon 

 

Dalam Pokok Permohonan: 

Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima 

 

G. PENUTUP 

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 

mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 

memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 

terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang 

wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ 

penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, 

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 87/PUU-XVIII/2020 yang 

menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima terhadap pengujian UU 

11/2020 mengandung arti bahwa ketentuan a quo tidak bertentangan dengan 

UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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